BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda overeenkomst dan verbintenis.
Perjanjian merupakan terjemahan dari Toestemming yang ditafsirkan sebagai
wilsovereenstemming (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini
mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau
lebih dan mengikatkan dirinya.'

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua
pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang
lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi
dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian
kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu
jauh menyangkut juga tenaga kerja.”

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi
semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan
syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku

sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang

" http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20IL.pdf Diakses pada
tanggal 24 januari 2023 pada Pukul 12.00 WIB
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta,1986, hlm. 93.



wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat
(1) KUH Perdata yang berbunyi :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya

Pada asas nya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya,
seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan
dalam Pasal 1315 KUH Perdata. Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang
terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian
adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak
yang membuat suatu perjanjian. Perjanjain secara umum terdiri dari dua bagian yaitu
perjanjian dibawah tangan dan perjanjian menggunakan akta Notaris (otentik).

Bahwa perjanjian dalam dunia bisnis adalah hal yang wajar dan dikenal secara
umum. Karena perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya,
dalam dunia bisnis selain hanya mengandalkan uang mereka juga mengandalkan
kepercayaan dengan adanya kepercayaan atau frus maka segala sesuatu bisa
terpenuhi, seperti rekan kerja, modal danlainnya .

Pada saat ini perjanjian yang sangat banyak diminati adalah perjanjian
peminjaman modal. Istilah investasi atau peminjaman modal sangat oleh masyarakat
pada dunia bisnis maupun dalam bahasa hukum. Pada dunia bisnis, Istilah investasi
lebih dikenal, sedangkan dalam bahasa hukum lebih banyak ditemukan istilah
peminjaman modal. Namun pada dasarnya dua istilah tersebut mempunyai pengertian

yang sama.



Perjanjanjian dalam peminjaman modal yang seharusnya saling
menguntungkan, dimana ada yang membutuhkan modal dan ada orang yang memiliki
modal dan kemudian melakukan perjanjian dengan membagi keuntungan. Akan tetapi
dibalik sisi positif ada saja sisi negatif yang harus diwaspadai yaitu ada pihak yang
tidak menjalankan kewajibanya sebagaimana yang sudah disepakati yang dikenal
dengan wanprestasi.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja
maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi itu dapat terjadi karena
memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa
untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa :*

1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi;

2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;

3) Terlambat memenuhi prestasi.

4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing- masing pihak
untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut, artinya, tidak akan ada
kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang
disepakati oleh para pihak, dari adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul
tanggungjawab para pihak dalam suatu perjanjian. Tanggungjawab merupakan
realisasi kewajiban terhadap pihak lain, untuk merealisasikan kewajiban tersebut

perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara

3 http://legalbanking. wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/ Diakses pada
30 januari 2023 Pukul 12:50. WIB



sempurna atau secara tidak sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna
apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain
memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak menimbulkan masalah.
Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan
tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana
mestinya pula (pihak lain dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang
bertanggungjawab, artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, pihak debitur
atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, dengan adanya
pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya
dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan
kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.

Hubungan hukum yang terjadi menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh
hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan
kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.
Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memliki hubungan hukum
yang harus dipatuhi keduanya.

Berdasarkan Putusan NO 55/Pdt.G/2022/PN Pal, yang mana kronologinya
sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah DWI ASTUTI RATNANINGRUM, S.Sos,

melawan FIRMASYAH TADJUDIN TAIB, sebagai TERGUGAT I; dan

ARFAN RUNGGO, sebagai TERGUGAT II; kemudian BAMBANG

ABUDJULU, sebagai TURUT TERGUGAT dan FARIDA TIADJA, sebagai

TURUT TERGUGAT II; yang mana dalam perkara ini tergugat di iming-

imingkan untuk menginvestasikan uangnya dalam Pengadaan Barang Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) Bahwa CV. SHEILA BAKERY dimana pengurus

perseroannya merupakan Pihak Pertama dalam hal ini melakukan kerjasama
melalui tergugat II dengan Penggugat, mengenai peminjaman modal untuk



kegiatan usahanya tersebut, untuk meyakinkan Penggugat, baik Tergugat I
dan Tergugat II sebagai Pihak Pertama untuk membantu kegiatan usaha
Tergugat tersebut berupa peminjaman modal kepada Pihak Penggugat sebagai
pihak kedua untuk membiayai modal usaha yang timbul dari Kontrak

kerjasama/Perjanjian yang disetujui; Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II

dalam beberapa kali presentasi begitu meyakinkan, Penggugat untuk

membujuk dan memberikan iming-iming yang tertuang dalam perjanjian
kerjasama memberikan/meminjamkan/menanam modal usaha dalam usaha

CV. SHEILA BAKERY yang semuanya telah tertuang dalam perjanjian

kerjasama yang telah disepakati antara Tergugat dan Turut Tergugat dengan

Penggugat, kemudian kerugian yang diderita oleh penggugat adalah sejumlah

Rp. 335.000.000.- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan kerugian

yang dialami oleh penggugat diputuskan hakim sesuai dengan kerugian yang

dialami penggugat.

Wanprestasi mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Akibat
melakukan wanprestasi, pihak yang tidak melakukan kewajibanya harus memberikan
penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini
dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan
untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan
memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi
kewajibannya. Bahwa para tergugat tidak mengembalikan uang dan keuntungan dari
modal yang dikeluarkan oleh penggugat sehingga secara sah para tergugat melakukan
wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut sehingga melalui kuasanya penggugat
mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Palu.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sehingga sehingga penulis tertarik untuk
memilih judul, “Analisis Hukum Pembayaran Ganti Rugi Oleh Tergugat Akibat

Wanpprestasi Dalam Perjanjian Peminjaman Modal (Study Putusan No

55/Pdt.G/2022/PN Pal)”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka
permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini penulis rumuskan sebagai berikut
1. Bagaimanakah Bentuk pelaksanaan Pembayaran Ganti-Rugi oleh tergugat
kepada Peminjaman Modal yang Dikabulkan Hakim(Study Putusan No
55/Pdt.G/2022/Pn Pal) ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap
Pembayaran Ganti Rugi Oleh Tergugat Akibat Wanpprestasi Dalam Perjanjian
Peminjaman Modal (Study Putusan No 55/Pdt.G/2022/Pn Pal) ?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bentuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti-Rugi kepada
Peminjaman Modal yang Dikabulkan Hakim(Study Putusan No
55/Pdt.G/2022/Pn Pal) ?

2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan
Terhadap Pembayaran Ganti Rugi Oleh Tergugat Akibat Wanpprestasi
Dalam Perjanjian Peminjaman Modal (Study Putusan No 55/Pdt.G/2022/Pn
Pal)

D. Manfaat Penulisan
Penelitian ini memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.
Adapun kedua guna penelitian tersebut adalah antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis



Manfaat penelitian ini antara lain untuk dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta

khususnya untuk pengembangan ilmu Perdata terkhusus wanprestasi

Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, termasuk bagi masyarakat serta para pelaku bisnis didalam

rangka peningkatan dan efisiensi serta efektivitas bisnis, yang berkaitan dengan

peminjaman Modal dan agar mengetahui atau memperhatikan penyebab dan

mengatasi masalah wanprestasi

Manfaat bagi Peneliti

a. Untuk memperdalam ilmu khususnya mengenai wanprestasi yang terjadi
dilingkungan masyarakat terkhusus dalam ruang lingkup perjanjian
peminjaman modal dalam bisnis

b. Sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



BABII
TINJUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pada Umumnya
1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para
pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar
diperoleh  kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat
terwujud.*Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan
definisi sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang
berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal,
dari peristiwa ini timbul suatu perikatan’.

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH
Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan
dengan dimana dua orang ataulebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan
suatu hal dalam lapanganharta kekayaan®. Definisi perjanjian yang telah diuraikan di
dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan

menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain

* R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta : Intermasa, 1979, him.1.
5 .
Ibid
® Abdul Kadir Muhammad,Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1922, him.78.



tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan
sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakanya perkataan “perbuatan” tercakup
juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu
menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah:’
a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang
bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313
KUH Perdata
c. Sehingga perumusanya menjadi :
“perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih”

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suat kontrak.
Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting
adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara
garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang
mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan
lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.®

2. Asas — Asas Hukum Perjanjian

7 R Setiawan dalam Johanes dan Lindawaty Sewu, Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu,
Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Jakarta : Aditama, 2004, him. 41.

¥ Amirah, Ahmadi Miru, Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama,
Jurnal Pasca Unhas,hlm. 4.
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Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, asas tersebut
akan diuraikan sebagai berikut :
a. Asas Iktikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 ayat 3 berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”

Pasal 1339, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Iktikad
baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan
perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian
adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi
hubungan yang erat antara ajaran iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan
teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi.” Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3)
dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, dan H.R
dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim
setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat
dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum
dan kesusilaan.'’ Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 sebagai
alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal
“nasihat mengikat” (binded advises) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang
timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (4rbitrage) dan soal putusan
pihak (Partij Beslissing) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari
pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian,
juga dalam hal adanya “perubahan anggaras dasar” dari suatu badan hukum
yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada
perjanjian pendirian badan hukum'' Iktikad baik dan kepatutan dapat pula
merubah atau melengkapi Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya
ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan
oleh iktikad baik dan kepatutan, jadi iktikad baik dan kepatutan menentukan isi
dari perjanjian itu.'?

b. Asas kebebasan berkontrak

? Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, op.cit, him. 67.
1 ibid
" ibid
2 ibid
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Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas
kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluas- luasnya
yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian
tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan
dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.” Ruang lingkup asas
kebebasan berkontrak menurut hukum Perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal
berikut :'*

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian.

3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan

dibuat.

4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian

5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan yang

bersifat optional.
Hal-hal yang tidak diatur di dalam kontrak tersebut akan dirujuk pada KUH
Perdata. Jadi, KUH Perdata hanya bersifat sebagai pelengkap saja.
c. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat

pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut

memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat

" Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, Op.Cit hlm. 7.
14 . -
ibid
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bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal
maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu,
misalnya perjanjian Jual Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatanya
dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah
sudah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud."

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia
memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah
satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat
dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat
yang diberikan dengan paksaan adalah contradiction interminis. Adanya paksaan
menunjukan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah
untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada
perjanjian yang dimaksud.'®

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat
perjanjian dengan pihak yang manapun yang dikehendakinya. Undang- undang hanya
mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian,
pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUH Perdata.
Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk
memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut

bukan pihak yang tidak cakap menurut hukum."’

'3 Sophar Maru Hutagalung, Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law
dan Civil Law, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, him 49.

% Ibid.

"7 ibid
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d. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini
berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda menggariskan
bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat
oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang- undang. Mereka tidak boleh
melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas
pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang
berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.'®

Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja. Di
dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada
kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung
makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan
yang sacral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembanganya
asas pacta sunt servanda diberi arti pactum, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan
dengan sumpah dan tindakan formalitas lainya. adapun nudus pactum sudah cukup
dengan sepakat saja."’

Menurut Herlien Budiono, adagium Pacta Sunt Servanda diakui sebagai aturan
yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain,
mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk
dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataanya. Asas hukum ini juga

menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para

'® Salim, Abdulah, Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding, Jakarta : Sinar
Grafika,2007, hlm. 2-3.
" ibid
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pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi
dan tidak pernah dipertanyakan kembali.*
e. Asas Keseimbangan

Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti
“keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpat)”. Dalam
hubunganya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai
keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Menurut AB Massier dan
Marjanne Termoshulzen-Arts, dalam hubunganya dengan perikatan, seimbang
(evenwitch, everendig) bermakna imbangan, sebagai contoh pelunasan harus
dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian.)*’

Asas keseimbangan, menurut Herlien Budiono, dilandasakan pada upaya
mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan
pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhinya keseimbangan berpengaruh
terhadap kekuatan yuridikal perjanjian. Dalam terbentuknya perjanjian,
ketidakseimbangan dapat muncul, karena perilaku para pihak sebagai konsekuensi
dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Pencapaian
keadaan seimbang, mengimplikasikan, dalam konteks pengharapan masa depan yang
objektif, upaya mencegah dirugikanya satu diantara dua pihak dalam perjanjian.**

Syarat keseimbangan dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi imateriil

yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. faktor-faktor yang dapat mengganggu

% Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam
Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2012 hlm. 91.

" Tim Penyusun Kamus Pembinaan dalam Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak
Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, Bandung:
Mandar Maju, 2012, hlm. 97.

2 Herlin Budiono dalam Muhammad Syaifuddin, op.cit,, 2012, him. 97.
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keseimbangan perjanjian ialah: cara terbentuknya perjanjian yang melibatkan pihak-

pihak yang berkedudukan tidak setara dan atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang

dijanjikan timbal balik.**

3. Unsur Perjanjian

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial

dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain

unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu

perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:**

1.

Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian
karena tanpa adanaya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada
perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan
mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan
harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena
tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang
sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti
ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur naturalia

ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh,

» Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian

Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 318-319.

2% Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2014, hlm. 31-32.
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jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara
otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung
cacat tersembunyi.

Unsur Aksidentalia

Unsur Aksidentalia merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak
jika para pihak memperjanjikanya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli
dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar
hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila
debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah
dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian
pula klausul-klausul lainya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang

bukan merupakan unsur essensial dalam kontrak tersebut.

4. Syarat sahnya Perjanjian

1.

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata:*
Kesepakatan (Toestemming)
Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan,
pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan
kehendak yang disetujui antara pihak-pihak Unsur kesepakatan tersebut:
a. Offerte (penawaran), adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
b. Acceptasi (penerimaan), adalah pernyataan pihak yang menerima

pcnawaran.

» Gamal Komandoko, Handri Rahardjo, Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian &

Kontrak Terbaik, Jakarta: Buku Seru, 2013, hlm. 9-10.
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Jadi kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal terjadinya
perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus
diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan
kekhilafan yang selanjutnya disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul
tidak murni dari yang bersangkutan), Dalam perkembanganya muncul cacat
kehendak yang keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan/ Undue Influence
(tidak terdapat dalam KUHPerdata).
2. Kecakapan Bertindak
Perkataan orang (persoon) di dalam dunia hukum berarti pendukung hak dan
kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap subjek hukum
mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun
perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum.
Yang dimaksud dengan orang yang cakap secara hukum, yaitu :
a) Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda)
b) Sehat akal pikiranya (tidak berada di bawah pengampuan)
c¢) Tidak dilarang undang-undang.
3. Suatu Hal Tertentu
Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian
(Pasal1332 s/d) 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan
dalam pasal tersebut, antara lain:
a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan

dapat dihitung
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b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk
kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat
dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau
menakar. Sementara untuk menentukan nilai suatu jasa, harus ditentukan oleh
apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.”
4. Suatu Sebab Yang Halal
Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para
pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUH Perdata). Halal berarti
tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
5. Jenis-Jenis Perjanjian
Setelah diulas mengenai asas-asas hukum perjanjian sebagai salah satu
landasan pembentukan suatu perjanjian, maka kita akan mengenal lebih mendalam
beberapa jenis perjanjian secara empiris, seperti: Perjanjian Timbal Balik dan
Perjanjian Sepihak, Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama, Perjanjian
Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan, Perjanjian Real dan Perjanjian Konsensual.
Untuk itu, kita akan membahas jenis-jenis perjanjian, sebagai berikut:*’
a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak Perbedaan jenis perjanjian ini
berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik merupakan
perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik,

seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar. Sedangkan

*® Ahmad Miru, Op.cit, him. 30.
" Ronal Saija, Roger F.X, 2016, Buku Ajar Hukum Perdata, Yogyakarta: Deepublish, hlm.
139-140.
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perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu
berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima
prestasi apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan pemberian hadiah.
Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata,
pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak
mendapat pembayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar
harga barangnya.

Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama Perjanjian Bernama adalah
perjanjian yang memiliki nama sendiri, dan dikelompokan dalam perjanjian
khusus serta jumlahnya terbatas, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa,
tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan
sebagainya, Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak
tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang di
masyarakat berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338
KUH Perdata.”®

Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan Perjanjian Obligatoir adalah
perjanjian yang baru menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi belum adanya
unsur penyerahan. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang
memindahkan hak kebendaanya, artinya ada penguasaan atas benda tersebut
(bezit). Sebagai contoh dalam perjanjian kebendaan, khususnya benda tetap,
dipersyaratkan selain kata sepakat, juga dibuat dalam akta yang dibuat

dihadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) pada

* Muhammad Syaifuddin, Op.Cit, hlm. 150.
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register umum (penyerahan hak kebendaanya-Lavering). Peralihan benda
bergerak (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup penyerahan nyata dan
kata sepakat adalah unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian
tersebut.”’

d. Perjanjian Riil dan Perjanjian Konsensual Perjanjian Real adalah perjanjian
yang terjadi sekaligus adanya realisasi pemindahan hak. Sedangkan perjanjian
konsensual adalah perjanjian yang baru terjadi dalam hal menimbulkan hak dan
kewajiban saja bagi para pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa
perjanjian Real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sebab
setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika juga terjadi persetujuan
serentak, saat itu terjadi peralihan hak yang disebut kontan atau tunai. Contoh
dari Perjanjian riil dalam Pasal 1741 KUH Perdata misalnya Perjanjian
penitipan barang dan Contoh dari Perjanjian konsensual, misalnya perjanjian
jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata terjadi sepakat mengenai barang dan
harganya.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak
dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak
tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian

ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum,

» Muhammad Syaifuddin, Op.Cit, hlm. 148
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wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya
dalam perjanjian.*

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban
yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.
Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan

tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.’’

Adapun yang
dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau
kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan
dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan
bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban
sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan
debitur.*

Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja
maupun tidak disengaja.33 Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi
kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah
diperjanjikan.”* Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi
adalah ketiadaaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang

harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa

Indonesia dapat dipakai istilah

% Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986,
hlm.55

> ibid

32 Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

33 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers, 2007,
hlm.74

#* R Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm.
146
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“pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk
wanprestasi”.>>
Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena
kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu
wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena
debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena
salahnya.*®
Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya
perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian
sesuai Pasal 1338 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdata maupun
perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352
KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata.>’
Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu
dapat berupa perbuatan:
1) sama sekali tidak memenuhi prestasi,
2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna,
3) terlambat memenubhi prestasi, dan
4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.*®
Menurut Pendapat A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat

berupa:*’

3> Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, him.25
3% R. Subekti, op.cit, hlm. 59.

37 ibid

3% Ahmadi Miru, op.cit, him. 74.
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a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak
memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama
sekali.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih
dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi
tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi
prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki
lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi
sendiri merupakan terjemahan dari ingerbrekestelling. Somasi diatur dalam Pasal
1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pada umumnya mulai terjadinya
wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai
untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur
tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar
kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan
prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu
untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya.
Teguran ini disebut dengan somasi.*’

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi

oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali

% A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya,
Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.
* Salim H.S., op.cit, him. 98.
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oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur
berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan
memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.*!

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur
perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi
prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak
memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat
dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan
perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai
berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui
surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan
tanda terima.*?

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak
melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan
wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian,
bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.
Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa,
karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan

melakukan wanprestasi yang dijanjikan.*

! ibid
*2 1bid, hlm. 99.
# R. Subekti, op.cit, hlm. 45.
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Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya
(debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa
(overmacht). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika
kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa,
menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.**
Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak
yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.
Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam,
yaitu:®

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat
dinamakan ganti-rugi.

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.

c. Peralihan risiko.

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah
bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.
Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang
menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan
lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada

kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya

“ Ibid
* Yahya Harahap, op.cit, hlm. 56.
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bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena
kesalahannya.*®

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya
tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian.
Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus
mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti.
Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa
debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada
kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata, debitur dapat melepaskan dirinya
dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya
perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan
kepadanya.*’

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang
bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk
menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam
perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai
dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu
ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki
pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual
beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya

juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si

* ibid
47 ibid
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berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang
belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain
sebagainya.

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran
itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdata yaitu:
“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau
berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan
debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila
seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti
yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada
dalam keadaaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi
sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan
risiko.*®
3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat
dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.*’
Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam
perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam
perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak

lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.”

48 .-
ibid
* M.A. Moegni Djojoditjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006,
hlm.34
% Munir Fuady, op.cit, him. 223.
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Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “kosten,
schaden en interessen” diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan seterusnya.
Kerugian yang bisa dimintakan penggantikan itu, tidak hanya biaya-biaya yang
sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguhsungguh
menimpa benda si berpiutang (schaden), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan
(interessen), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai
(winstderving). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat
diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubunga sebab-
akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.’! KUHPerdata
memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:*>

a. Biaya (kosten) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata- nyata
sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.

b. Rugi (schaden) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan
kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.

c. Bunga (interesten) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang
sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu
perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti
rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi,
pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti

rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literature

1 ibid
52 ibid
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dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi,

yaitu sebagai berikut:>®

a.

Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti
rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena
wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan
ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani,
walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya
keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya
perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan
karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan
berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya
yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak
lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena
perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan
dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian
pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam
hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah
dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua

belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainya. Nilai tambah yang

53 1bid, hlm. 224.
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dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak seabgai
akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan
dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

e. Quantum meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan
model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus
dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya
melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya
dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya
semen yang telah diguanakan untuk bangunan maka tidak mungkin
dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai
taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adlah kewajiban
melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti
rugi.

3. Tinjuan Umum Pinjam-Meminjam

a. Pengertian Pinjam-Meminjam

Suatu perbuatan Pinjam meminjam uang tidak lepas dari Perjanjian yang
menjadi salah satu sumber hukum perikatan (Verbentenis / Obligatoir) dalam Hukum
Perdata di indonesia. Pengertian perjanjian terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata
yang menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Atau dapat diartikan
suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.



31

Akibat dari suatu Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang berisi, perjanjian yang dibuat sacara sah berlaku mengikat sebagai undang-
undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas kekuatan mengikat perjanjian
dikenal pula dengan istilah Pacta Sun Servanda, bahwa perjanjian mengikat pihak-
pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.

Perjanjian mempunyai banyak jenisnya, salah satunya perjanjian pinjam
meminjam yang secara tegas dijelaskan dalam Bab Ketiga belas KUH Perdata
Tentang Pinjam Meminjam, pasal 1754 menjelaskan bahwa :

“pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana salah satu pihak

memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama
pula.”

Ikatan hukum yang terjadi karena perbuatan pimjam meminjam dimana pihak
pemberi pinjaman menyerahkan suatu barang kepada pihak penerima pinjaman sesuai
dengan perjanjian dan pihak menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang
dipinjam, dan bertanggungjawab untuk mengganti sebagaimana barang itu diterima
pada awal perjanjian. Barang yang menjadi objek perjanjian ini adalah barang-barang
yang habis pakai atau dapat diartikan barang-barang yang dapat habis atau musnah
karena pemakaiannya contohnya uang, surat berharga, dll.

Secara umum perjanjian pinjam meminjam dalam hukum perdata diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab 13 (tiga belas) tentang pinjam meminjam.
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Pengertian dari pinjam meminjam secara umum terdapat dalam pasal 1754 KUHPdt
yang berbunyi : >*
”Pinjam-meminjam 1ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang
menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan
ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang
sama pula”

Dari pengertian diatas, adanya ikatan hukum yang terjadi karena perbuatan
pimjam meminjam dimana pihak pemberi pinjaman menyerahkan suatu barang
kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan perjanjian dan pihak menerima
pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan bertanggungjawab untuk
mengganti sebagaimana barang itu diterima pada awal perjanjian.”> Barang yang
menjadi objek perjanjian ini adalah barang-barang yang habis pakai atau dapat
diartikan barang-barang yang dapat habis atau musnah karena pemakaiannya
contohnya pinjam meminjam uang atau biasa disebut hutang piutang uang.

2. Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam
Dari pengertian pinjam meminjam diatas, dapat disimpulkan bahwa Pihak
dalam perjanjian pinjam meminjam pada dasarnya terdiri dari dua pihak yang dapat
berbentuk perorangan ataupun badan hukum yaitu :
a. Pemberi pinjaman (kreditur)
Pemberi pinjaman adalah pihak yang memiliki objek perjanjian (uang). Dalam
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah menjelaskan bahwa

> Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
> pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang
karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
b. Penerima pinjaman (debitur)
Penerima Pinjaman adalah pihak yang membutuhkan objek pinjaman untuk
dipinjam dan akan dikembalikan berdasarkan keadaan asal ataupun dapat
ditambahkan bunga sesuai perjanjian. Dalam Undang-undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
pada Pasal 1 angka 3 telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur
adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang
yang dapat ditagih dimuka pengadilan
Dari kedua pihak diatas menimbulkan suatu hubungan hukum dengan adanya
kesepakatan untuk melakukan perjanjian yang objeknya berupa uang, dan
menentukan unsur-unsur jalannya perjanjian dengan sedikitnya menetapkan
jangkawaktu, jumlah objek yang diperjanjikan, kewajiban pihak debitur dalam proses
pemenuhan perjanjian seperti penetapan bunga yang wajib dibayarkan oleh debitur
dan juga penetapan sanksi yang semuanya disepakati bersama antara debitur dan
kreditur.
4. Tinjauan Umum tentang Modal Usaha
1. Pengertian Modal Usaha
Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam
mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong

besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi



34

maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan
produktivitas dan output.

Sedangkan menurut Meij modal adalah sebagai kolektivitas dari barang- barang
modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-
barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam
fungsi profuktifitasnya untuk membentuk pendapatan.”’ Besarnya suatu modal
tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, pada umumnya masyarkat mengenal
jenis usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan dimasing-masing jenis usaha
ini memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya
modal yang diperlukan. Selain jenis usahanya, besarnya jumlah modal dipengaruhi
oleh jangka waktu usaha perusahaan menghasilkan produk yang diinginkan. Usaha
yang memerlukan jangka waktu panjang relative memerlukan modal yang besar.

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang,
melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan
sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah
kekayaan.”® Jadi, dapat diseimpulkan bahwa modal usaha merupakan bagian penting
dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan

untuk menjalankan usaha.

> Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
2000), hlm 17.

°7 Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (Yogyakarta : BPFE, 2010), 18.

¥ Pradono Tri Pamungkas, Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Promosi terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar
Babadan, Unggaran) diakses pada http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/231/227,
pada 19 februari 2023, pukul 13.00 WIB.
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2. Sumber — Sumber Modal
Modal menurut sumber asalnya dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Modal sendiri
Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemiliki perusahaan dengan
cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan
secara tertutup dan terbuka.”
Kekurangan modal sendiri adalah sebabagai berikut :

1) Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangar
tergantung dari pemilik dan jumlahnya relative terbatas.

2) Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru
(calon pemegang saham baru) relatitif lebih sulit karena mereka akan
mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.

3) Kurang motivasi, artinya pemilik usaha menggunakan modal sendiri motivasi
usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

Kelebihan menggunakan modal sendiri:

1) Tidak ada biaya seperti bunga atau biaya administrasi sehinggga tidak
menjadi beban bagi perusahaan atau pemiliki usaha.

2) Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari
setoran pemilik modal.

3) Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif

lama.

%9 Kasmir, kewirausahaan (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014),hlm 95.
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4) Tidak adanya keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan
pemilik akan tertenama lama dan tidak ada masalah seandainya pemiliki
modal mau mengalihkan ke pihak lain.

b. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinajaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar
perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman.®® Sumber dari dana modal asing
dapat diperoleh dari :

1) Pinjaman dari dunia perbankan, baik perbankan pemerintah, swasta maupun

perbankan asing.

2) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusaha leasing, modal ventura,
dana pensiun, dan lain sebagainya.

3) Pinjaman dari perusahaan non keuangan. Kekurangan dari modal pinjaman
sebagai berikut :

a) Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi.

b) Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah
disepakati.

c) Beban moral, perusahaan yang mengalami kegagalan atas masalah yang
mengakibatkan kerugian akan berdampak pada pinjaman sehingga akan

menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar.

Kelebihan dari modal pinjaman sebagai berikut :

5 1bid, 97.
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1) Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal
pinjaman ke berbagai sumber.

2) Motivasi usaha tinggi, jika menggunakan modal asing motivasi pemilik untuk
memajukan usaha tinggi. Hal ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan

untuk mengembalikan pinjaman.
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BAB 111
METODE PENULISAN
A. Ruang Lingkup Penulisan
Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang di

bahas didalam penulisan skripsi ini. Adapun masalah penulisan skripsi adalah Untuk Mengetahui
Bentuk Pelaksanaan Pembagian Ganti-Rugi Dalam Perjanjian Peminjaman Modal Dikabulkan
Hakim(Study Putusan No 55/Pdt.G/2022/Pn Pal) dan Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan
Putusan Terhadap Pembayaran Ganti Rugi Oleh Tergugat Akibat Wanpprestasi Dalam
Perjanjian Peminjaman Modal (Study Putusan No 55/Pdt.G/2022/Pn Pal)
B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif (Normativ Law
Search) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku,
jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai literatur-
literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan
yang dibahas.
C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
perundangan-undangan (Statue approach) yaitu dilakukan dengan menalaah ketentuan
Perundangan-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Menurut KUH Perdata. Serta

dengan metode pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara menganalisis (Studi

Putusan No 55/Pdt.G/2022/Pn Pal)

D. Sumber Bahan Hukum
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Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan
hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat
yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan
permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu KUH Perdata yang berkaitan dengan
wanprestasi yang berkaitan dengan (Putusan No 55/Pdt.G/2022/Pn Pal)
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan disertai hukum dan
jurnal-jurnal Hukum. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan
kepada penulis semacam “petunjuk” ke arah mana penulis melangkah.
E. Metode Penelitian Hukum
Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara
studi kepustakaan (Library research) . Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data
dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan,
dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian
ini, bahan hukum primer KUH Perdata yang berkaitan dengan Wanpresatasi. Adapun penelitian
ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak
dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan
pada (Putusan Nomor No 55/Pdt.G/2022/Pn Pal)
F. Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang

menitikberatkan pada peraturan perundang-udangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan
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masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh
yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti yang mana digunakan untuk
menemukan jawaban dari masalah yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian

peminjaman modal sebagaimana yng dimuat dalam (Study Putusan No 55/Pdt.G/2022/Pn Pal)



